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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang

mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka mencapai

kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan damai, hukum positif

yang berlaku di Indonesia tentu menjadi komponen yang penting. Salah

satunya yaitu bidang hukum pidana.1 Di Indonesia, hukum pidana yang saat

ini sedang berlaku sebagian besar aturan-aturan yang ada sudah di kodifikasi

dalam satu kitab undang-undang hukum pidana atau dikenal juga dengan

istilah Wetboek van Strafrecht.2

Tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi

bahan perbincangan. Permasalahan tindak kejahatan ini termasuk masalah

yang sensitif karena berkaitan dengan permasalahan sosial, moral, dan etika

yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan sebagai

kegiatan anti sosial dan menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam

masyarakat. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi antara lain pencurian,

penganiayaan, narkoba, perjudian, penggunaan senjata api dan bahan peledak,

1 Maria Jollyvia Seba, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi atas
Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP”, Lex Administratum, Vol.
5, No. 9, (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/18155/17679),
hlm. 109.

2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 17.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/18155/17679
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penyelundupan dan korupsi.3

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu dari beberapa

kejahatan yang sering terjadi. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan

menyebabkan rasa sakit atau pun luka pada diri orang lain. Ketika tindakan

yang dilakukan menyebabkan rasa sakit atau pun luka, namun tindakan itu

dilakukan untuk keselamatan badan orang itu maka hal ini tidak dapat

dikatakan sebagai penganiayaan.4

Dalam Bab XX Pasal 351-358 KUHP mengatur tentang Penganiayaan,

di mana pada Pasal 351 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa,

Pasal 352 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan, Pasal 353

mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana, Pasal 354 mengatur

tentang tindak pidana penganiayaan berat, serta Pasal 355 mengatur tentang

tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Pada penelitian ini,

penulis berfokus pada tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan di

mana berdasarkan ketentuan KUHP tindak pidana ini dikenai ancaman pidana

penjara paling lama 12 tahun (Pasal 355 ayat (1)).5

3 Jonah Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow, 2021, “Kajian Yuridis dalam
Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana”, Lex Privatum, Vol. 9, No. 8,
(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/35181/32940), hlm. 146-147,
diakses 2 September 2022.

4 Celine Florentza Simanungkalit, 2021, “Analisis Keadilan dalam Pemidanaan terhadap
Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No.
2, (https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17956/9928), hlm.3584-3585,
diakses 2 September 2022.

5 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun
1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 351-358.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/35181/32940
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17956/9928
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Disparitas putusan hakim sendiri terjadi ketika ada perbedaan

penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sejenis, di mana tindak

pidana itu merupakan tindak pidana yang sama yang memiliki sifat bahayanya

bisa dibandingkan. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat

penting dalam terjadinya disparitas pemidanaan karena hakim lah yang

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.6 Dengan segala

kewenangan yang dimiliki dan sebagai pelaku utama lembaga peradilan,

hakim mempunyai posisi dan memiliki peran yang begitu penting.7

Putusan hakim menjadi tindakan terakhir yang dilakukan hakim dalam

rangka menentukan apakah si pelaku bersalah sehingga dapat di pidana atau

tidak yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Lilik Mulyadi

berpendapat bahwa putusan hakim merupakan putusan yang pada umumnya

berisikan amar penjatuhan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis guna menyelesaikan suatu perkara

pidana, di mana putusan itu diucapkan oleh hakim yang karena jabatannya

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui

proses hukum acara pidana.8

Pembahasan terkait disparitas putusan hakim dalam ilmu hukum

pidana bukan bermaksud untuk menghapus perbedaan besaran penjatuhan

6 Amrun, 2018, “Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan”, MENARA
Ilmu, Vol. 12, No. 79, (http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/505/444),
hlm. 2, diakses 2 Agustus 2022.

7 Jimly Asshidiqie, Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu, (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), hlm. 45.

8 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik
Peradilan, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/505/444
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pidana terhadap pelaku kejahatan tetapi untuk memperkecil jarak perbedaan

penjatuhan pidana.9 Adapun menurut Oemar Seno Adji, disparitas putusan

hakim dapat dibenarkan terhadap penjatuhan pidana pada delik-delik yang

terbilang cukup berat, namun hal tersebut haruslah disertai dengan alasan

pembenar yang jelas.10

Harkristuti Harkrisnowo mengkategorikan disparitas pemidanaan ke

dalam 4 kategori, antara lain:11

1. Disparitas antar tindak pidana yang sama;

2. Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan

yang sama;

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda

untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas menjadi permasalahan yang masih terjadi dalam penjatuhan

putusan oleh hakim. Dalam skripsi ini, penulis melakukan tinjauan terhadap

disparitas putusan hakim dalam suatu keadaan di mana terjadi perbedaan

penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana

9 Tama S. Langkun, et al, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak
Pidana Korupsi, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 9-10,
(https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%2520Atas%2520Disparitas%2520Putus
an%2520Pemidanaan%2520Perkara%2520Tindak%2520Pidana%2520Korupsi.pdf), diakses 29
Agustus 2022.

10 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan
Implikasi”, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm.
39, (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48), diakses 29 Agustus
2022.

11 Rahmi Zilvia dan Haryadi, 2020, “Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak
Pidana Penganiayaan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, (https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886), hlm. 102, diakses 2 September 2022.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%2520Atas%2520Disparitas%2520Putusan%2520Pemidanaan%2520Perkara%2520Tindak%2520Pidana%2520Korupsi.pdf
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%2520Atas%2520Disparitas%2520Putusan%2520Pemidanaan%2520Perkara%2520Tindak%2520Pidana%2520Korupsi.pdf
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886
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yang sama. Pada skripsi ini, penulis berfokus pada tindak pidana

penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 ayat (1) KUHP).

Disparitas putusan hakim pada umumnya terjadi karena ada kebebasan

kehakiman untuk menjalankan peradilaan sehingga hakim dapat memutus

berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini diatur dalam ketentuan UU

No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya dalam menjatuhkan

putusan seorang hakim bersifat bebas, independen, serta tidak boleh ada

campur tangan dari pihak lain.12

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor

1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg. Di

dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg hakim memutus lebih dari

tuntutan jaksa penuntut umum yakni dari tuntutan13 11 tahun penjara diputus

menjadi 12 tahun penjara14. Sedangkan pada Putusan Nomor

936/Pid.B/2021/PN Plg hakim justru memutus kurang dari tuntutan jaksa

penuntut umum yakni dari tuntutan15 11 tahun penjara diputus menjadi hanya

8 tahun penjara16.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim,

dimana dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg pelaku bernama

12 Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, 2023, “Disparitas Putusan
Hakim dalam Menerapkan Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang
Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 1,
(https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887), hlm. 971, diakses 7
Maret 2023.

13 Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg, hlm. 2.
14 Ibid, hlm. 21.
15 Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg, hlm. 2.
16 Ibid, hlm. 25.

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887
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Mardi bin Suhaimi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang

direncanakan yang dilakukannya dengan cara membacok tubuh korban

sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian

tubuhnya.17 Sedangkan di dalam Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg,

pelaku bernama Riki Sepriawan alias Riki bin Yanto terbukti melakukan

tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan yang dilakukannya

dengan cara menyiram cuka para ke wajah korban sehingga korban

mengalami penurunan penglihatan.18

Disparitas putusan hakim yang terjadi tentu menimbulkan berbagai

reaksi, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun dari kalangan

praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian

terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan Nomor

1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg serta

hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim

dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi

tentang “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN (Analisis Putusan

Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN

Plg)”.

17 Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg, hlm. 21.
18 Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg, hlm. 25.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang

diangkat, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan pada Putusan

Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor

936/Pid.B/2021/PN Plg?

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim

dalam penjatuhan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, tujuan dari dilakukannya

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat

yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan

Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya

disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik manfaat

secara praktis maupun teoritis.
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1. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan

memberikan wawasan baru bagi penulis serta para pembaca di masa

yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan

memberikan wawasan terkait dengan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat

yang direncanakan serta penyebab terjadinya disparitas putusan hakim.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, guna

memudahkan dan juga terhindar dari penyimpangan pokok pembahasan yang

mungkin terjadi maka penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat

yang direncanakan pada Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan

Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg serta faktor penyebab terjadinya disparitas

putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

F. Kerangka Teori

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak

menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis menggunakan teori-teori

yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat.
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1. Teori Pemidanaan

Pelaksanaan pemidanaan merupakan cerminan dari sistem

peradilan pidana yang berevolusi dan berbagai macam pidana yang

dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana

yang dilakukan.19 Ada tiga macam teori dalam penjatuhan pidana:

a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang menekankan pada

pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak

pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan haruslah dibalas

dengan memberikan pidana tanpa melihat apa akibat yang akan

ditimbulkan. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan

agar pelaku tindak pidana mengalami penderitaan.20

b. Teori Relatif

Teori relatif merupakan teori yang menekankan bahwa

pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat

haruslah memperhatikan manfaat dari dijatuhkannya pidana

tersebut. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk

memberikan efek jera dan agar pelaku tindak pidana tidak

mengulangi perbuatannya.21

19 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2016), hlm. 451.

20 Masruchin Ruba’i, dkk., Buku Ajar Hukum Pidana, Cet. 2, (Malang: Media Nusa
Creative, 2015), hlm. 130-131.

21 Ibid, hlm. 131.
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c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan

teori relatif. Berdasarkan teori ini selain bertujuan sebagai

pembalasan, penjatuhan pidana juga harus memperhatikan

pertahanan ketertiban masyarakat.22

2. Teori Ratio Decidendi

Untuk memaknai suatu perundang-undangan secara kreatif,

seorang hakim dengan nalurinya perlu melakukan suatu tindakan

berupa memberi berbagai alasan yang mengarah pada suatu putusan.

Ratio decidendi merupakan keputusan dewan hakim dengan segala

pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta materiil yang ada

yang dilakukan dengan menemukan dasar hukum yang tepat untuk

menerapkannya pada suatu perkara.23

Ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan

berdasarkan pada ratio decidendi, ia akan mempertimbangkan semua

aspek yang relevan dengan pokok permasalahan yang disengketakan,

kemudian memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pokok sengketa sebagai dasar hukum untuk

mengambil keputusan. Keputusan dan pertimbangan hakim haruslah

22 Ibid, hlm. 132.
23 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Graha Ekspress,

2014), hlm. 119.
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didasarkan pada motif yang menjunjung tinggi hukum serta membawa

keadilan untuk pihak-pihak terkait dengan perkara.24

Ratio decidendi memiliki fungsi sebagai alat untuk

mengutarakan berbagai pokok pikiran terkait permasalahan hukum

yang terjadi diantara satu orang dan orang lainnya atau ratio decidendi

menjadi alat bagi masyarakat yang berkonflik dengan pemerintahan

atas suatu kasus kontroversial. Hal ini tentu berkaitan dengan baik atau

buruk suatu penerapan juga penegakan hukum, sikap tindak aparat

hukum, serta lembaga peradilan.

Berdasarkan teori ratio decidendi, dapat kita ketahui bahwa

dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan bagi para pihak

yang berperkara hakim haruslah mempertimbangkan apa yang menjadi

prinsip mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang memiliki

relevansi dengan perkara.25 Oleh karena itu, teori ratio decidendi

menjadi dasar bagi semua aspek pertimbangan yang memiliki

keterkaitan dengan pokok perkara terhadap peraturan perundang-

undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan.26

24 Deni Setiyawan, dkk, 2022, “Kedudukan Rasio Decidendi Hakim dalam Pemenuhan
Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual pada Anak”, Jatijajar Law Review, Vol. 1, No. 1,
(http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/729/344), hlm. 44, diakses 9 November 2022.

25 Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, “Pertimbangan Hakim dalam
Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Undang:
Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, (https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/310), hlm.
349, diakses 9 November 2022.

26 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/729/344
https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/310


12

G. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan skripsi

ini, antara lain:

1. Disparitas Putusan Hakim

a. Pengertian Disparitas

Menurut KBBI, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau

jarak. Disparitas atau disparity merupakan kebalikan dari konsep

paritas (parity) yang berarti kesetaraan hukuman yang dijatuhkan

terhadap tindak pidana yang serupa dalam kondisi yang hampir

sama. Berdasarkan hal tersebut, disparitas dapat diartikan sebagai

ketidaksetaraan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana

yang serupa dalam kondisi yang serupa pula.27

Dalam kajian tentang permasalahan disparitas, selalu ada

lebih dari satu objek kajian yang diperbandingkan yang mana di

antara satu objek kajian dengan objek kajian lainnya menunjukkan

adanya disparitas tersebut. Disparitas putusan hakim memiliki

pemaknaan yang lebih luas, bukan hanya sebagai perbedaan

hukuman yang diajukan. Tetapi juga terkait dengan perbedaan

pandangan hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum

sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan putusan.28

27 I Putu Bayu Pinarta dan I Ketut Mertha, 2020, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi:
Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.
8, No. 10, (https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/65457/37009), hlm.
1609, diakses 10 November 2022.

28 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan
Implikasi”, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm.
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b. Pengaturan Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Ketentuan mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan

putusan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, hakim memiliki

kebebasan guna mengelenggarakan peradilan yang merdeka untuk

menegakkan hukum serta keadilan.29 Dalam Pasal 1 angka 1 UU

No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagai

penyelenggara kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan

dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUDNRI Tahun

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.30

2. Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang

sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau

menimbulkan luka pada tubuh orang lain.31 Penganiayaan berat

dalam ketentuan Pasal 354 mensyaratkan bahwa perbuatan yang

dilakukan pelaku sehingga menimbulkan luka berat pada tubuh

orang lain memang lah sudah dikehendaki oleh pelaku, dengan

39, (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48), diakses 29 Agustus
2022.

29 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat
(1).

30 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.
157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 angka 1.

31 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. 1, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48
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kata lain:32

1) Pelaku memang memiliki maksud untuk menimbulkan luka

berat pada tubuh orang lain;

2) Pelaku menyadari bahwasanya orang lain pasti akan

mendapatkan luka berat pada tubuhnya; atau

3) Pelaku menyadari bahwa orang lain mungkin saja akan

mendapatkan luka berat pada tubuhnya.

Tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan

merupakan tindak pidana penganiayaan Pasal 354 KUHP, yaitu

adanya unsur pemberatan berupa direncanakan terlebih dahulu.

Adanya unsur direncanakan terlebih dahulu adalah kondisi yang

memang berasal dari diri pelaku sehingga menyebabkan

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi lebih

berat.33

b. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok diatur

dalam Buku ke-II KUHP khususnya pada Bab ke-XX Pasal 351

ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang menyatakan bahwa:34

1) Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun

8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-;

32 Ibid, hlm. 160-161.
33 Ibid, hlm. 175.
34 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 1

Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 351 ayat (1)-(5).



15

2) Jika berakibat luka berat, si tersalah diancam pidana

penjara paling lama 5 tahun;

3) Jika berakibat pada matinya orang, si tersalah diancam

pidana penjara paling lama 7 tahun;

4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak

kesehatan orang lain;

5) Percobaan untuk melaksanakan tindak pidana ini tidak bisa

dipidana.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa di

dalam KUHP hanya berbicara tentang penganiayaan tanpa

menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu

sendiri dan hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan

kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan.35

Ketentuan mengenai penganiayaan berat di atur dalam

Pasal 354 KUHP. Adapun perumusan unsur-unsur penganiayaan

berat dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, pembagiannya sebagai

berikut:36

1) Unsur subjektif: dengan sengaja.

2) Unsur objektif:

a) Menyebabkan atau mendatangkan;

b) Luka berat pada tubuh;

35 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. 1, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

36 Ibid, hlm. 159.
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c) Orang lain.

Adapun ketentuan mengenai penganiayaan berat yang

direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menyatakan

bahwa:37

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan

terlebih dahulu di pidana dengan pidana penjara selama-

lamanya 12 tahun,

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka

orang yang bersalah di pidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 15 tahun.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang

memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang ada di dalam kaidah

hukum (das sollen).38 Pada penelitian ini menekankan pada segi

kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang

bersifat sekunder pada perpustakaan.39

37 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 1
Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080, Ps. 355.

38 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk
Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 61.

39 Ibid, hlm. 83.
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Penelitian normatif juga dikenal dengan istilah studi dokumen.

Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih ditujukan pada peraturan-

peraturan tertulis tanpa melupakan bahan hukum lainnya. Secara lebih

jelasnya, pada penelitian normatif bahan pustaka atau data sekunder

yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan juga bahan hukum tersier.40

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang

atau peraturan yang memiliki keterkaitan dengan disparitas putusan

hakim serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada

pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami alasan-

alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada

putusannya. Hal ini dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta

materiil terkait dengan waktu, tempat, orang, dan segala sesuatu

yang menyertainya.41

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan data

sekunder yang berasal dari informasi yang sudah tersedia. Data

40 Ibid, hlm. 84.
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2005), hlm. 94.
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sekunder ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang ada dan

tentunya memiliki relevansi dengan judul skripsi. Data sekunder

meliputi:42

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat yang

mengikat, yang dalam skripsi ini berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 26 Tahun

1976, Tambahan Lembaran Negara No. 3080;

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan

Lembaran Negara No. 3209;

4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009,

Tambahan Lembaran Negara No. 5076;

5) Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg;

6) Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjabaran terkait dengan bahan hukum primer berupa:

1) Buku-buku ilmu hukum;

2) Jurnal hukum;

42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Ed. 1, Cet. 19, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12-13.
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3) Karya Ilmiah; dan

4) Literatur lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian

ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

2) Data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Hal ini

dilakukan dengan mencari berbagai fakta yang tentunya memiliki

relevansi dengan judul, melalui berbagai buku, literatur lain, serta

perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan. 43

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini dilakukan guna mengungkap kebenaran berdasarkan

pada nilai dan kualitas data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian

atas suatu hal.44

43 Ibid.
44 Ibid, hlm. 67.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini

adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Metode ini

dilakukan dengan mengkaji berbagai keterangan yang berada dalam

lingkup yang umum kepada argumen-argumen yang bersifat khusus

sehingga memudahkan dalam proses memecahkan permasalahan.
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